BAB VI
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahsan yang telah dilaksanakan,

maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bebrapa hal berikut
ini:

1.

Temuan Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Nagekeo Temuan Audit
Setiap Tahunnya meningkat yaitu pada tahun 2014 ada 13 Temuan, pada
Tahun 2015 terdapat 14 Temuan dan Pada Tahun 2014 meningkat lagi
menjadi 17 Temuan.
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil analisis data menyangkut hasil pemeriksaan
BPK RI, masih terdapat temuan-temuan yang belum diselesaikan untuk
ditindak lanjuti. Dari Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat 44 temuan
dengan 113 saran. Dari saran yang dikelurkan oleh BPK RI yang sudah
ditindak lanjuti 76 saran, sedangkan yang masih dalam proses 37
saran(67,26%). Total nilai kerugian yang diperoleh Negara/Daerah dari
Tahun Anggaran 2014-2016 sebesar Rp 6,165,891,060.80, yang sudah
dikembalikan ke kas Negara/Daerah sebesar Rp 3,202,424,349.98 atau
51.94% dan masih terdapat nilai temuan yang belum dikembalikan ke kas
Negara/Daerah sebesar Rp 2,963,466,710.82 atau 48,06%.
Upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014-
2016 pada kenyataannya masih mengalami berbagai hambatan dalam
proses penyelesaian tindak lanjut. Hambatan tersebut berakibat pada
permasalahan tindak lanjut yang masih dalam proses. Tindak Lanjut yang
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masih dalam proses dari tahun 2014-2016 adalah 37 saran dari 113 Saran
yang deberikan oleh BPK.
1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilaksannkan, maka
saran yang dapat diberikan adalah :
1. Untuk Temuan Audit

1) Melakukan upaya-upaya agar dapat memperkecil Temuan setiap
tahunnya.

2) Harus ada aturan yang jelas untuk mengatur pihak-pihak terkait
agar mereka lebih peka dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab mereka agar dapat meperkecil temuan tiaph
tahunnya.

2. Untuk Tindak Lanjut

1) Untuk Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang belum atau
sedang ditindaklanjuti, perlu diprioritaskan pada kasus-kasus yang
besar, sehingga jumlah kerugian Negara yang berhasil
diselamatkan meningkat.

2) Harus ada aturan yang jelas untuk mengatur para auditor, agar
mereka lebih peka terhadap tugas dan kewajiban mereka dalam
pelaksanaan audit.

3. Untuk upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TLHP

1) Mempercepat penyelesaian tindak lanjut dengan maksimal.
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2) Mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan
pelaksanaan TLHP dengan meningkatkan koordinasi yang baik

dengan pihak terkait dan penanggung jawab temuan.
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